ANGGARAN DASAR  ( AD )

GAKESLAB INDONESIA

MUKADIMAH :

Dengan Rachmat Tuhan  Yang Maha Esa dan dengan kesadaran yang tinggi dalam menyumbangkan dharma baktinya untuk pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, maka kami para Pengusaha dalam Bidang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium menyatakan dengan penuh keyakinan & kesadaran :
· Bahwa dalam menyumbangkan dharma baktinya untuk pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur diperlukan kesatuan dan persatuan pendapat, gerak dan langkah, guna menghadapi dan menyelesaikan masalah – masalah dan tantangan yang ada.

· Bahwa oleh karena itu telah tiba saatnya para Pengusaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium bersatu dalam satu gabungan, bekerja dalam satu irama, gerak dan langkah dengan berpegangan teguh, penuh toleransi, harga – menghargai , sama derajat, hak dan kewajiban.

Berdasarkan landasan tersebut di atas dan dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan Nusa dan Bangsa, kami para Pengusaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium menyatakan bersatu dalam satu gabungan yaitu : 

“ GABUNGAN  PERUSAHAAN  ALAT  –  ALAT  KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA ”,    
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU dan  KEDUDUKAN

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini bernama : “ GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM  INDONESIA “  disingkat : GAKESLAB INDONESIA. 
Pasal 2

W A K T U

GAKESLAB INDONESIA didirikan Pada Tanggal 6 Mei 1977 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah disahkan Pemerintah, dalam hal ini MENTERI KESEHATAN RI    dengan  Surat Keputusan No. 216/Men.Kes/SK/IX/1977 tanggal 6 September 1977.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kantor Pusat GAKESLAB INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Pasal 4

A T R I B U T

Atribut organisasi terdiri dari Lambang dan Panji Organisasi , Hymne dan Mars ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gabungan Perusahaan Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia.

BAB II

ASAS DAN  LANDASAN

Pasal 5

Azas dan Landasan GAKESLAB INDONESIA  ialah  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

M A K S U D

GAKESLAB INDONESIA adalah   satu – satunya wadah komunikasi dan konsultasi para Pengusaha  Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium dengan Pemerintah dan Pihak – pihak lain yang terkait mengenai hal – hal yang berhubungan dengan produksi, export/ import, distribusi, keagenan, pelayanan dan perbaikan sebagai partisipasi dalam pembangunan Indonesia, khususnya di bidang Alat  Kesehatan dan Laboratorium.

Pasal 7

T U J U A N

GAKESLAB INDONESIA bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional dibidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah GAKESLAB INDONESIA yang profesional di seluruh tingkat dengan :
1. Sebagai mitra Pemerintah dan swasta, secara aktif mengupayakan usaha-usaha bagi pembangunan Indonesia Khususnya dalam bidang Alat – Alat Kesehatan dan laboratorium .

2. Membimbing, membina, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan , kegiatan dan kepentingan para anggota.

3. Ikut serta dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal  8

U S A H A

GAKESLAB INDONESIA melakukan usaha – usaha dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Menjalin kerjasama secara aktif dengan Pemerintah, KADIN Indonesia, Organisasi – organisasi Profesi di bidang Kesehatan, Assosiasi – asosiasi dan badan – badan lain serta Pihak – pihak yang terkait.

2. Menjalin kerjasama yang erat antara sesama anggota.

3 Menginformasikan kebijakan Pemerintah dan permasalahan ekonomi Nasional maupun Internasional.

4 Melakukan Komunikasi Aktif dengan Organisasi – organisasi sejenis baik tingkat Regional maupun Internasional yang bergerak dalam bidang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

5 Menetapkan sikap, menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota, menyampaikan pendapat dan usulan kepada Pemerintah.

6 Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota termasuk pendidikan dan lokakarya /seminar dalam rangka meningkatkan ilmu dan teknologi menuju pada kemandirian pengadaan serta pendistribusian Alat –alat Keseahatan dan Laboratorium yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

7 Menerbitkan majalah – majalah, buku-buku atau bulletin – bulletin.

8 Memberikan jasa – jasa dan pelayanan antara lain dalam bentuk bantuan hukum, Surat Keterangan / Rekomendasi termasuk legalisasi surat – surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha anggota.

9 Menegakkan, memelihara dan mengawasi terlaksananya Kode Etik Usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

10 Ikut serta aktif menciptakan dan memelihara lingkungan hidup yang baik.

BAB IV

K E A N G G O T A A N

Pasal 9
Yang dapat menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA ialah :
1. Semua Perusahaan yang berusaha dalam bidang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan kegiatan produksi, export/import, distribusi, keagenan, pelayanan dan perbaikan yang telah memenuhi dan memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI .
2. Keterangan untuk menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA diatur lebih lanjut  dalam Anggaran Rumah  Tangga.
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

HAK ANGGOTA

Setiap Anggota GAKESLAB INDONESIA mempunyai Hak :
a. Hak suara  adalah hak mengambil keputusan dalam MUNAS/ MUNASLUB/MUSPROP/ /MUSPROPLUB, dan hak memilih Ketua Umum /Ketua.

b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan GAKESLAB INDONESIA di semua tingkat.
c. Hak bicara  adalah hak mengajukan usulan, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
d. Hak pelayanan adalah untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan pembelaan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
Anggota GAKESLAB INDONESIA  harus memperoleh pengakuan berupa Kartu Tanda Anggota disingkat KTA

Pasal 11

KEWAJIBAN  ANGGOTA

      Setiap Anggota GAKESLAB INDONESIA berkewajiban :

a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan – ketentuan organisasi lainnya.
b. Membayar uang pangkal,uang iuran dan Kontribusi KTA  sebagaimana  ketentuan organisasi.
BAB VI

PERANGKAT DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal  12

PERANGKAT ORGANISASI

(1) Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesi terdiri atas :
a. MUSYAWARAH  NASIONAL ( MUNAS )

b. DEWAN PENASEHAT.

c. DEWAN KODE ETIK.
d. PENGURUS  PUSAT. 

(2) Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesia Propinsi, terdiri atas :
a. MUSYAWARAH  PROPINSI. ( MUSPROP )
b. DEWAN PENASEHAT

c. PENGURUS  PROPINSI. 
(3) Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesia Kabupaten / Kota terdiri dari atas :
a. DEWAN PENASEHAT.
b    PENGURUS  KABUPATEN/ KOTA.   

Pasal 13

SUSUNAN ORGANISASI

· Kedudukan Organisasi :
a. TINGKAT PUSAT berkedudukan di IBUKOTA NEGARA Republik Indonesia.

b. TINGKAT Propinsi berkedudukan di IBUKOTA PROVINSI yang bersangkutan atau Pusat kegiatan ekonomi di Propinsi tersebut.

c. TINGKAT Kabupaten / Kota  berkedudukan di IBUKOTA KABUPATEN / KOTA atau di Pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota tersebut.

d. Dalam hal kepengurusan GAKESLAB INDONESIA Provinsi, Kabupaten / Kota tidak dapat didirikan karena terlalu sedikit anggota pada suatu tempat atau karena sebab- sebab lain, maka Perusahaan Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium tersebut dapat bergabung pada kepengurusan GAKESLAB  INDONESIA  Provinsi / Kabupaten/Kota terdekat.

· Pada tiap tingkat GAKESLAB INDONESIA mempunyai bidang – bidang sebanyak – banyaknya sebagai berikut :
a. BIDANG INDUSTRI
b. BIDANG LABORATORIUM/ DIAGNOSTIC

c. BIDANG PERDAGANGAN DAN KEAGENAN
d. BIDANG PURNA  JUAL

e. BIDANG UMUM & ORGANISASI / HUBUNGAN  KELEMBAGAAN

Apabila diperlukan dapat dibentuk Badan-Badan dan pada setiap Bidang  bisa / dapat dilengkapi dengan Komite – komite. 

BAB VII

PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 14 

PENGURUS

1. Pengurus GAKESLAB INDONESIA disemua tingkat            ( Pusat ,Propinsi,  Kabupaten/Kota)   harus berkewargaan Negara Indonesia.
2. Pengurus harus dipilih oleh  anggota  melalui rapat  anggota.
     2.A. TINGKAT PUSAT.
a. Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa bhakti 4 ( empat ) tahun.
        b.   Pengurus Pusat terdiri dari :

· 1 ( satu ) orang Ketua Dewan Penasehat
· 1 ( satu ) orang Ketua Dewan Kode Etik
· 1 (satu ) orang Ketua Umum.

· 2 ( dua ) orang Wakil Ketua Umum 
· 1 ( satu ) orang Sekretaris Jenderal.
· 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
· 1 ( satu ) orang Bendahara Umum.
· 1 ( satu ) orang Bendahara.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Industri.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Perdagangan dan Keagenan.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Purna Jual.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Umum / Organisasi & Hubungan Kelembagaan 

· 1 ( satu ) orang Ketua  Bidang Laboratorium Diagnostik.

· Sekretaris – sekretaris Bidang.

· Beberapa anggota bidang sesuai kebutuhan.

· Ketua dan Anggota Komite sesuai kebutuhan.

· Jika dibutuhkan/ diperlukan dapat di bentuk Badan – Badan sesuai dengan kebutuhan.
c.    Ketua Umum Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia hanya boleh dipilih untuk masa bhakti 2(dua)   periode, baik berturut – turut maupun  tidak berturut – turut.
      2.B. TINGKAT PROPINSI
a. Pengurus  Gakeslab  Indonesia  Propinsi  dipilih  oleh  Musyawarah  Propinsi       ( MUSPROP )   untuk   masa   bhakti  4 ( empat ) tahun.
b. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi terdiri dari :
· 1 ( satu ) orang Ketua.
· 2 ( dua ) orang Wakil Ketua.
· 1 ( satu ) orang Sekretaris.
· 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris
· 1 ( satu ) orang Bendahara.
· 1 ( satu ) orang Wakil Bendahara.
· Ketua – Ketua Bidang, sesuai dengan Bidang yang ada.
· Sekretaris – Sekretaris Bidang sesuai dengan Bidang yang ada.
· Anggota Bidang sesuai kebutuhan.
· Jika diperlukan/dibutuhkan dapat di bentuk Badan – Badan, komite – Komite.
c. Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi hanya boleh dipilih untuk masa bhakti   2     ( dua ) periode, baik berturut – turut maupun  tidak berturut – turut.
            2.C. TINGKAT KABUPATEN / KOTA. 
a. Pengurus Kabupaten / Kota dapat dibentuk jika diperlukan.

b. Pengurus Kabupaten / Kota terdiri dari :
· 1 ( satu ) orang Ketua.
· 1 ( satu )  orang Sekretaris.
· 1 ( satu )  orang Bendahara.
· Bidang ( sesuai kebutuhan ).]
· Beberapa anggota bidang ( sesuai kebutuhan )
c.     Ketua Gakeslab Indonesia Kabupaten/Kota hanya boleh dipilih untuk masa Bakti 2 (dua) periode baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut.
      3.  Dewan Kode Etik dalam kepengurusan hanya pada tingkat Pusat, dan   Dewan     Penasehat ada pada  tiap  tingkat  kepengurusan.
4. Pengurus inti / harian di tiap tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan di  tingkat lain dalam Organisasi GAKESLAB INDONESIA.
5.  Segala Keputusan dari Pengurus pada tingkat yang lebih tinggi, mengikat pada Pengurus tingkat di bawahnya dan kepada seluruh anggota.
6.  Disiplin, ketaatan      dan etik anggota kepada organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) dan Kode Etik Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.
  7. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan roda organisasi, di tiap tingkat Kepengurusan di bentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif di tingkat Pusat dan Kepala Sekretariat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal  15

WEWENANG
Wewenang dalam organisasi diatur sebagai berikut :
1. Wewenang Legislatif :

a. Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilakukan dalam Rapat Anggota,  Musyawarah  Propinsi   ( MUSPROP ) dan   Musyawarah Nasional              ( MUNAS ).

b. Rapat Anggota adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi pada tingkat Kabupaten / Kota.

    c. MUSPROP adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi pada tingkat Provinsi
.

   d. MUNAS  adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi   pada   tingkat  Pusat            ( Nasional )
2. Wewenang Eksekutif :

a. Pengurus Kabupaten /Kota adalah pemegang wewenang Eksekutif di tingkat kabupaten / Kota.

b. Pengurus Provinsi adalah pemegang wewenang Eksekutif di Propinsi.

c. Pengurus Pusat adalah pemegang   wewenang  Eksekutif di tingkat Pusat( Nasional ).

3 DEWAN PENASEHAT berhak memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus Pusat diminta atau tidak diminta.    

4 Pemegang wewenang atas pelaksanaan Kode Etik Usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium berada di tangan DEWAN KODE ETIK.

Pasal 16

PENGURUS INTI, PENGURUS HARIAN dan PENGURUS PLENO.

A.1. Pengurus Inti di Tingkat Pusat terdiri dari :
* Ketua Umum
* Wakil  - wakil Ketua Umum 
* Sekretaris Jenderal
* Bendahara Umum
  2. Pengurus Inti di Tingkat Propinsi terdiri dari :

*  Ketua 
*  Wakil – wakil Ketua
*  Sekretaris
* Bendahara
B.1.  Pengurus Harian di Tingkat Pusat terdiri dari :

*  Ketua Umum
*  Wakil – wakil Ketua Umum
*  Sekretaris Jenderal
*  Bendahara Umum 
*  Ketua – Ketua Bidang
*  Ketua – Ketua Badan ( Jika ada )
B.2.  Pengurus Harian di Tingkat Propinsi terdiri dari :

*  Ketua
*  Wakil – wakil Ketua
*  Sekretaris
*  Bendahara
*  Ketua – Ketua Bidang
*  Ketua – Ketua Badan ( Jika ada )
C.  Pengurus Pleno terdiri dari seluruh jajaran Pengurus di semua tingkat. 

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 17

PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAN RAPAT

I. TINGKAT PUSAT.
   ( l )  MUSYAWARAH NASIONAL ( MUNAS ) : 
            Adalah Perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESI sebagai Lembaga Perwakilan                                              dan  Merupakan Kekuasaan Tertinggi  GAKESLAB  INDONESIAI .

1.a. MUNAS diselenggarakan 1 ( satu ) kali dalam 4 ( empat ) tahun oleh Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA dan Pelaksanaannya paling cepat 2 ( dua ) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 ( enam ) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.

  1.b Pengurus    GAKESLAB  INDONESIA      memberitahukan     secara   tertulis  rencana 
        penyelenggaraan MUNAS selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum pelaksanaan-nya kepada perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESIA, Gakeslab Indonesia Propinsi.
1.c. MUNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
1.d   Yang dimaksud dengan Peserta adalah Wakil – wakil / Utusan – utusan yang   diberi mandat oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi menjadi Peserta dalam MUNAS , dan Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.

1.e. Yang dimaksud dengan peninjau adalah  Dewan Penasehat, Dewan Kode Etik dan Anggota GAKESLAB INDONESIA yang diberikan mandat oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.

1.f.  Yang dimaksud dengan undangan adalah  individu yang diundang oleh  Pengurus Pusat  atau Panitia Munas  

1.g.  Peserta,  Peninjau  harus  didaftarkan  pada  Panitia  MUNAS   sebelum Pelaksanaan MUNAS.

1.h.  Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga

    ( 2 )     KEWAJIBAN  PESERTA  MUNAS.

     Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Tata Tertib dan Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
     ( 3 )   MUSYAWARAH NASIONAL  LUAR BIASA :
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUNAS untuk meminta pertanggung jawaban  Pengurus GAKESLAB INDONESIA mengenai pelanggaran – pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Pengurus Pusat , dan/atau tidak berfungsinya Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA, sehingga ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan / atau keputusan – keputusan MUNAS tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

2. MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah Gakeslab Indonesia Propinsi , sesudah melalui tahap – tahap sebagi berikut :

3. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi masing – masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada  Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia atas hal – hal sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30    (tigapuluh ) hari untuk memperbaikinya.

a. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia, maka Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 ( tigapuluh ) hari untuk memperbaikinya.
b.  Jika batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b  Pengurus Pusat  Gakeslab Indonesia tidak juga mengindahkannya , maka Pengurus Propinsi, masing – masing terlebih dahulu baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB.
c.  Setiap Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang meminta diadakan MUNASLUB dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia.

d.  Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang menarik kembali permintaan diadakannya MUNASLUB sebagaimana dimaksud huruf (3) a, tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUNASLUB untuk alasan kasus yang sama.

4. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang meminta diadakannya MUNASLUB dan terpenuhinya persyaratan ayat ( 2 ) menjadi Penyelenggara dan penanggung jawab MUNASLUB.
5. Penyelenggara dan penanggung jawab MUNASLUB mempersiapkan tata tertib yang memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal – hal yang telah dilakukan oleh Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia, yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan / atau tidak berfungsinya Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Keputusan – keputusan MUNASLUB mengikat organisasi dan anggota.
7.  Peserta MUNASLUB terdiri dari :

a. Para Ketua Dewan Penasehat Propinsi/ Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi secara  ex-official.
b. Anggota Gakeslab Indonesia Propinsi yang dipilih dan diberi mandat, oleh Rapat Pengurus Lengkap Gakeslab Indonesia Propinsi yang diagendakan khusus untuk itu  menjelang MUNASLUB, sebanyak 2 ( dua ) orang.

      ( 3 )   RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS  )
a. RAKERNAS diselenggarakan 1 (satu ) kali dalam 1 (satu ) periode kepengurusan GAKESLAB INDONESIA

b. Dewan   Pengurus    GAKESLAB    INDONESIA memberitahukan  secara  tertulis  rencana     penyelenggaraan RAKERNAS selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaannya kepada Perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESIA dan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.
c. RAKERNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan 
d. Tujuan diadakannya RAKERNAS adalah untuk konsultasi antar pengurus terkait untuk membahas masalah – masalah mengenai hal – hal yang bersifat teknis dan  substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja pada setiap bidang-bidang dan badan – badan internal organisasi.

( 4 )  RAPAT PENGURUS INTI diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

( 5 )  RAPAT PENGURUS HARIAN diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga ) bulan

( 6 ) RAPAT PENGURUS PLENO diadakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

( 7 )  RAPAT – RAPAT lain yang diperlukan ditentukan oleh Pengurus Gakeslab Indonesia 

II.  TINGKAT PROPINSI :

MUSYAWARAH  PROPINSI ( MUSPROP ) , 
1. MUSYAWARAH PROPINSI ( MUSPROP ) diselenggarakan l ( satu ) kali dalam  4 ( empat ) tahun oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi dan Pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir dan paling lambat  6 (enam) bulan sesudah masa jabatan berakhir.

2. Apabila dalam jangka waktu 6 (bulan) belum juga melaksanakan Musprop, maka kepengurusannya tidak berlaku lagi dan selanjutnya Pengurus Pusat dapat menunjuk Pelaksana Harian untuk tugas melaksanakan Musprop  dipropinsi  bersangkutan.

3. MUSPROP  dihadiri oleh : peserta, peninjau dan undangan.

· Yang dimaksud dengan peserta adalah Pengurus Gakeslab Indonesi Propinsi,Pengurus Gakeslab Indonesia Kabupaten/Kota dan atau  Anggota.

· Yang dimaksud dengan peninjau adalah : Dewan Penasehat.

· Yang dimaksud dengan undangan adalah : individu yang diundang oleh Pengurus Propinsi atau Panitia MUSPROP.

· MUSPROP  harus dihadiri Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.
4. MUSYAWARAH  PROPINSI  LUAR  BIASA           ( MUSPROPLUB ):

· Musyawarah Propinsi Luar Biasa                ( Musproplub ) dapat diadakan atas permintaan sekurang – kurangnya 2/3        ( dua pertiga ) dari jumlah anggota yang ada.

5. RAPAT KERJA PROPINSI ( RAKERPROP ):

a. diadakan 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan GAKESLAB  INDONESIA  Propinsi.

b. Tujuan RAKERPROP adalah untuk konsulatsi antara Pengurus terkait dan anggota untuk membahas masalah – masalah yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang dan badan internal organisasi.

6.   RAPAT PENGURUS INTI diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
7.   RAPAT PENGURUS HARIAN diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga ) bulan
8.  RAPAT PENGURUS PLENO diadakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
9. RAPAT – RAPAT lain yang diperlukan oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.
Pasal 18

WEWENANG  MUNAS / MUSPROP

    1. WEWENANG MUNAS
a. Memutuskan atau menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan /perubahaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Pengurus Gakeslab Indonesia ,Laporan dari Badan-badan kelengkapan lainnya dan mendiskusikan serta memberikan pengesahannya.   

c. Menetapkan  Program Umum sebagai Garis Besar  Program Organisasi Gakeslab Indonesia Tingkat Nasional.

d. Memilih dan menetapkan Pengurus GAKESLAP INDONESIA , sekurang-kurangnya : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Dewan Kode Etik ,dan sudah harus dilengkapi selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari.

2. WEWENANG MUSPROP :
a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Pengurus Gakeslap Indonesia Propinsi , laporan dari Badan-badan kelengkapan lainnya dan mendiskusikan serta memberikan pengesahannya.  
b. Menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Gakeslab Indonesia Propinsi yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional.
c. Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.
BAB  IX

MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU

Pasal 19

MASA  JABATAN

(1) Masa jabatan kepengurusan GAKESLAB INDONESIA ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
(2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA, Ketua Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi dan Ketua Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Kabupaten/Kota, dapat dipilih hanya 2 (dua) kali , baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut sejak berlakunya Anggaran Dasar ini.
(3) Ketua Dewan Penasehat, Ketua Umum / Ketua Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan ditingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
(4) Masa jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB, MUSPROPLUB masing – masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.
Pasal 20

PENDELEGASIAN  WEWENANG

Pendelegasian wewenang  Pengurus Pusat :

a. Untuk Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA :
a.1. Jika Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu tertentu, maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum  untuk menjadi  Pelaksana   Ketua Umum  GAKESLAB  INDONESI.

a.2. Jika Ketua Umum GAKESLAB  INDONESIA  berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua Umum lewat Rapat Pleno Pengurus ditetapkan menjadi Pejabat Pelaksana Harian  Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA  sampai dengan dilakukannya MUNAS.

b. Untuk Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi :

b.1. Jika Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi  berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu tertentu, maka Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua sebagai Pelaksana Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi.
b.2. Jika Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan tetap , maka salah satu wakil ketua  lewat Rapat Pleno ditetapkan menjadi Pelaksana Harian Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi sampai dilaksanakannya MUSPROP  dari sisa kepengurusan.
b.3. Jika Ketua , Wakil Ketua tidak bisa aktif lagi, maka Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA mengambil alih Kepengurusan Gakeslab Indonesia Propinsi dan menunjuk seseorang untuk menjadi Pejabat Ketua sampai terlaksananya MUSPROP, paling lama 1           ( satu ) tahun.

Pasal 21

Pergantian Antar-Waktu

1. Pergantian antar waktu  Dewan Penasehat :

a. Jika Ketua Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA / Gakeslab Indonesia Provinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan Penasehat masing – masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.

b. Jika anggota Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Provinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir (terjadi kekosongan) maka Ketua Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Provinsi dapat menunjuk seorang untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Pergantian antar waktu  Pengurus :

Jika Anggota Pengurus GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Provinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir  terjadi kekosongan, maka Ketua Umum / Ketua dapat menunjuk seseorang   yang berasal dari Anggota GAKESLAB INDONESIA untuk mengisi kekosongan tersebut.

BAB X

QUORUM, HAK SUARA DAN

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

QUORUM

     l.   Quorum diatur sebagai berikut :

a. MUNAS dinyatakan mencapai Quorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  1/2  (satu per dua ) ditambah  l ( satu ) dari jumlah Pengurus Propinsi yang aktif.

b. MUSPROP  dinyatakan mencapai Quorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ( l/2 ( satu per dua ) ditambah  l (satu) dari jumlah anggota yang ada dan memiliki Kartu Tanda  Anggota.          ( KTA )

c. RAPAT ANGGOTA KABUPATEN/ KOTA diakui sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  l/2         ( satu per dua ) ditambah  l  ( satu ) dari  jumlah anggota Kabupaten/ Kota yang ada dan   memiliki Kartu Tanda Anggota. ( KTA )

d. RAPAT -  RAPAT  lainnya diakui sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  l/2      ( satu per dua )  ditambah   l  ( satu )  dari  jumlah Peserta rapat yang diundang.

    2.   Bila Quorum tidak tercapai maka :
          a.   Jika Quorum tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 ( tiga puluh ) menit.
 b.   Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat 2.a, quorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya   1/3 ( satu pertiga ) ditambah  l ( satu ) dari jumlah Peserta ,maka MUNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Peserta yang punya hak suara  yang hadir dalam MUNAS.
c.   Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat 2.b, yang hadir kurang dari  l/3 (satu  pertiga ) dari jumlah Peserta, maka  MUNAS ditunda paling lama 3    ( tiga ) bulan, dan Dewan Pengurus segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUNAS kepada Peserta  dan Peninjau MUNAS.
d.  Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat 2. c., Quorum tidak juga tercapai, maka MUNAS tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Peserta  yang punyak hak suara yang hadir dalam MUNAS.

e. RAPAT – RAPAT lainnya ditunda selambat – lambatnya 10 ( sepuluh ) menit setelah itu rapat  tersebut dinyatakan sah tanpa persyaratan quorum.

Pasal 23

Hak Suara

1. Tiap GAKESLAB INDONESA Provinsi di MUNAS mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah bidang yang ada.

2. Tiap anggota GAKESLAB INDONESIA di MUSPROV mempunyai satu hak suara.

3. Tiap anggota GAKESLAB INDONESIA di RAPAT ANGGOTA KABUPATEN / KOTA mempunyai satu hak suara.

4. Pada RAPAT – RAPAT lain, tiap anggota mempunyai satu hak suara.

Pasal 24

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil atas dasar Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan azas Demokrasi.

2. Dalam hal diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

3. Jika suara sama, Ketua sidang menunda sidang tidak lebih dari 30 ( tiga puluh ) menit dan setelah itu dilakukan pemungutan suara ulang. Apabila suara tetap sama keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang / Pengurus.

BAB XI

NASKAH, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA

KODE ETIK DAN PERATURAN ORGANISASI.

Pasal 25

Naskah

GAKESLAB INDONESIA mempunyai naskah – naskah organisasi yang autentik sebagai berikut :
1. ANGGARAN DASAR ( AD )
2. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
3. KODE ETIK USAHA ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM
Pasal 26

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ( AD ) DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )

1.  Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ( AD ) dan   Anggaran Rumah      Tangga        ( ART ) dapat dilakukan dan diambil dalam MUNAS.

2. Rencana mengenai perubahan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga        ( ART ) harus diberitahukan oleh Pengurus Pusat selambat – lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum MUNAS.

3. Keputusan dianggap sah jika sekurang – kurangnya ½     ( satuperdua ) dari jumlah suara menyetujui.

Pasal 27

Perubahan Kode Etik

Perubahan Kode Etik Usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam MUNAS atas persetujuan 1/2 ( satu per dua  ) jumlah suara yang sah.

Pasal 28

Peraturan Organisasi

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan  Anggaran Rumah Tangga (ART ) ditetapkan dalam Peraturan – peraturan organisasi tersendiri oleh Pengurus GAKESLAB INDONESIA yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Peraturan – peraturan dan Keputusan Pimpinan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) dan Peraturan – peraturan yang ada.

BAB XII

HARTA BENDA ORGANISASI DAN KEUANGAN

Pasal 29

Harta Benda Organisasi

1. Harta kekayaan organisasi, termasuk badan – badan dan lembaga – lembaga yang dibentuk terdiri dari :

a. Keuangan.

b. Surat – surat Berharga.

c. Inventaris dan alat – alat perlengkapan lainnya.

d. Dokumentasi.

e. Atribut-atribut organisasi.

f. Benda Bergerak maupun tidak bergerak.

2. Perolehan barang – barang tersebut dalam ayat  1 di atas harus melalui usaha – usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Keuangan
1.  Keuangan organisasi didapat dari :

a. Uang Pangkal.

b. Uang KTA

c. Uang Iuran.

d. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.

e. Lain – lain pendapatan yang sah dan halal.

2. Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuaran Anggota termasuk pembagian hasil pungutan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan organisasi pada Tingkat Pusat dan Provinsi  akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan / Ketentuan Organisasi tersendiri.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Pembubaran Organisasi

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan :
1. Keputusan MUNAS LUAR BIASA yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ ( tiga perempat ) dari jumlah Gakeslab Indonesia Propinsi yang ada dan usul tersebut disetujui oleh sekurang – kurangnya ¾ ( tiga perempat ) dari jumlah suara yang hadir. Panggilan untuk MUNASLUB tersebut sudah harus disampaikan 3 ( tiga ) bulan sebelumnya.

2. Keputusan Pemerintah sesuai dengan Undang – Undang dan atau ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENGESAHAN

Pasal 32

Pengesahan

Anggaran Dasar ( AD ) ini disempurnakan, ditetapkan dan disahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL  V GAKESLAB INDONESIA di Pontianak – Kalimantan Barat  pada tanggal 19-20 Januari 2011.

BAB XVI

Pasal 33

Aturan Penutup

1. Seluruh Anggota GAKESLAB INDONESIA menyatakan Anggaran Dasar ( AD ) ini berlaku setelah ditetapkan MUNAS V GAKESLAB INDONESIA Tanggal  19 – 20  Januari 2011 di Pontianak.
2. Hal – hal yang belum ditetapkan akan ditetapkan/diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GAKESLAB INDONESIA.
Pasal 34

Penutup

1. Sejak berlakunya Anggaran Dasar Gakeslab Indonesia ini , maka Anggaran Dasar sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
[image: image1.jpg]2. Agar sctiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA
diperintahkan untuk méngumumkan dan/atan menycbar hiaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap
anggota dan khalayak lainnya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal - : 20 Januari 201i.
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ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )

GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN & LABORATORIUM INDONESIA

( GAKESLAB INDONESIA )

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

Setiap Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium wajib menjadi Anggota GAKESLAB INDONESIA dengan kewajiban mendaftar pada GAKESLAB INDONESIA

Pasal 2

Penerimaan Anggota

1. Yang dapat diterima menjadi anggota GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA ( GAKESLAB INDONESIA ) adalah semua perusahaan yang berusaha dalam bidang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Perusahaan Industri, baik Nasional maupun Asing ( PMA)/Perwakilan, Memproduksi / Menjual/Mengexport/ Produksi Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

b. Penyalur / Sub Penyalur / Pengecer Alat –alat Kesehatan dan Laboratorium, baik kepada sesama perusahaan maupun kepada Instansi / Unit Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Poliklinik, RS. Bersalin, Apotek, Dokter/Bidan, Manteri Kesehatan dan kegiatan export ke luar negeri atau impor dari luar negeri.

c. Perusahaan yang berusaha dalam bidang pelayanan, perbaikan, purna jual, penyediaan penjualan suku cadang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium, baik perusahaan Nasional maupun PMA.

2. Usaha – usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium yang dimaksud dalam pada ayat 1 tersebut di atas yang telah mendapat izin dari Kementrian Kesehatan RI/ jajarannya dan /atau instansi lainnya.
3. Keanggotaan GAKESLAB INDONESIA dinyatakan diterima sejak tanggal pemberian Kartu Tanda Anggota ( KTA )  oleh GAKESLAB INDONESIA setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan anggota

Pasal 3

Prosedur Penerimaan Anggota

1. Permintaan menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA disampaikan melalui Pengurus Propinsi,  ditempat perusahaan berdomisili, diajukan ke Pengurus GAKESLAB INDONESIA.

2. Rekomendasi untuk diterima menjadi anggota diberikan Pengurus GAKESLAB INDONESIA Propinsi kepada Pengurus GAKESLAB INDONESIA.

3. Kartu Tanda Anggota ( KTA )  diterbitkan oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA sebagai bukti keanggotaan yang sah.

4. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pendaftaran Anggota yang disediakan oleh Pengurus GAKESLAB INDONESIA Propinsi dengan disertai salinan izin Usaha Bidang Alat –alat Kesehatan dan Laboratorium dari yang berwenang dan atau dokumen  lain yang diperlukan.

5. Bentuk Formulir Pendaftaran Anggota serta Kartu Tanda Anggota ( KTA) ditentukan oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.

6. Permohonan menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA harus sudah diberikan kepastian penerimaan atau penolakan sebagai anggota selambat – lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kerja.

7. Dalam rangka memproses permintaan dan pendaftaran keanggotaan dari satu Perusahaan Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium, Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi berhak dan wajib mengadakan penelitian tentang kelayakan Perusahaan Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium tersebut untuk diterima menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA.

8. Kepada Pemohon yang diterima menjadi anggota, diberikan Kartu Tanda Anggota           ( KTA ) GAKESLAB INDONESIA.

Pasal 4

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa :

a. Teguran atau peringatan tertulis.
b. Penghentian Pelayanan Organisasi, atau
c. Diberhentikan sebagai anggota
Pasal 5

Berhenti Menjadi Anggota

1. Keanggotan GAKESLAB INDONESIA dinyatakan batal, gugur dan berhenti bila :

a. Berhenti atas permintaan sendiri/ mengundurkan diri.
b. Diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota GAKESLAB INDONESIA.

c. Izin Usahanya dicabut oleh yang berwenang.

2.  Tata  cara pembatalan atau pengguguran keanggotaan diatur sebagai berikut :

a. Teguran/peringatan terulis pertama dengan batas waktu selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari.

b. Apabila batas waktu peringatan tertulis pertama tidak ditaati, maka diberikan teguran/peringatan kedua selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari.

c. Jika teguran/Peringatan tertulis kedua tidak ditaati juga maka perusahaan bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

Kewajiban Anggota

Kewajiban setiap anggota GAKESLAB INDONESIA adalah sebagai berikut :

1. Mengakui GAKESLAB INDONESIA sebagai satu – satunya wadah dan sebagai organisasi induk seluruh usaha – usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia.

2. Menyetujui melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga   ( ART ) GAKESLAB INDONESIA, Kode Etik Usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia serta segala ketentuan – ketentuan dan keputusan organisasi.

3. Menjunjung tinggi, membela nama dan kehormatan Organisasi serta memperteguh kesetia kawanan antar Anggota GAKESLAB INDONESIA.

4. Secara aktif melaksanakan  Program GAKESLAB INDONESIA.

5. Memenuhi kewajiban – kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang disepakati GAKESLAB INDONESIA.

Pasal 7

Hak Anggota

Hak Anggota GAKESLAB INDONESIA adalah sebagai berikut :
1. Menghadiri rapat atau musyawarah menurut ketentuan – ketentuan tersendiri yang berlaku.

2. Menyatakan pendapat dalam rapat atau musyawarah yang dihadiri menurut ketentuan – ketentuan tersendiri yang berlaku.

3. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus dalam jabatan organisasi.

4. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

5. Mengajukan secara tertulis usul, keterangan, kasus, kritik membangun, proses insiden atau pengaduan kepada Pengurus pada tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, Pengajuan ini dapat pula dilakukan pada Pengurus Tingkat Pusat asalkan tindasan diberikan pula kepada Pengurus Tingkat Provinsi.

6. Memohon untuk ikut hadir pada waktu Pengurus Organisasi sedang menjatuhkan sanksi skorsing karena tindakan disiplin, pelanggaran atas ketentuan-ketentuan organisasi.

7. Mempertahankan pendiriannya atau membela diri jika tidak setuju terhadap suatu keputusan.

8. Mendapat bantuan dan layanan tentang peraturan – peraturan dan kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut dunia usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium serta tanggapan – tanggapan GAKESLAB Indonesia terhadap kebijaksanaan dan peraturan – peraturan Pemerintah maupun masalah – masalah yang dihadapi oleh dunia usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

9. Mendapatkan informasi – informasi GAKESLAB INDONESIA dalam bentuk majalah, brosur, warta dan lain – lain yang ditentukan GAKESLAB INDONESIA, begitu pula dengan informasi lain dari dalam dan luar negeri.

10. Memperoleh pembelaan, bantuan dan bimbingan dari organisasi.

BAB III

STATUS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Status

Status GAKESLAB INDONESIA sebagai berikut :

1. GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA ( GAKESLAB INDONESIA ) adalah sebuah organisasi yang merupakan satu – satunya wadah persatuan dan kesatuan serta tempat berhimpun perusahaan Alat –alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan kegiatan produksi, ekspor/impor, distribusi, keagenan, penyaluran dan pelayanan purna jual yang telah memenuhi dan memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan / jajarannya dan / atau instansi lainnya
2. GAKESLAB INDONESIA merupakan satu – satunya wadah organisasi induk usaha – usaha Alat –alat Kesehatan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan/ jajarannya dan/atau instansi lainnya.

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi GAKESLAB INDONESIA diatur sebagai berikut :

1. Pada Tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dengan susunan pengurus sekurang – kurangnya sebagai berikut :

· 1 (satu ) orang Ketua Umum.
· 2 ( dua ) orang Wakil Ketua Umum.
· 1 ( satu ) orang Sekretaris Jenderal.
· 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
· 1 ( satu ) orang Bendahara Umum.
· 1 ( satu ) orang Bendahara.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Industri.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Perdagangan dan Keagenan.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Purna Jual.
· 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Umum /Organisasi & Hubungan Kelembagaan.
· Sekretaris – Sekretaris Bidang.
· Beberapa anggota Bidang sesuai kebutuhan.
· Ketua dan Anggota Komite sesuai kebutuhan.
· Jika di dibutuhkan/ diperlukan dapat dibentuk Badan – Badan sesuai dengan kebutuhan.
2. Dewan Penasehat dan Dewan Kode Etik terdiri dari para Tokoh Pengusaha, Masyarakat  , Ahli dibidang Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, berwibawa dan bereputasi baik serta memiliki wawasan serta kemampuan untuk berkomunikasi pada tingkat Pusat dan Daerah serta jumlah anggotannya maksimum 9 ( sembilan ) orang untuk tingkat Pusat dan Daerah sesuai kebutuhan, Dewan Kode Etik hanya ada pada tingkar Pusat.
3. Pada tingkat Provinsi disebut Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi dengan susunan pengurus sekurang – kurangnya sebagai berikut :

· 1 ( satu ) orang Ketua.
· 2 ( dua ) orang Wakil Ketua.
· 1 ( satu ) orang Sekretaris.
· 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris
· 1 ( satu ) orang Bendahara.
· 1 ( satu ) orang Wakil Bendahara.
· Ketua – Ketua Bidang, sesuai dengan Bidang yang ada.
· Sekretaris – Sekretaris Bidang sesuai dengan Bidang yang ada.
· Anggota Bidang sesuai kebutuhan.
· Jika diperlukan/dibutuhkan dapat dibentuk Badan – Badan, komite – Komite.
4. Pada tingkat Kabupaten / Kota disusun sesuai dengan kondisi setempat.

BAB IV

PIMPINAN

Pasal 10

Pimpinan

1. Yang disebut pimpinan organisasi adalah personalia yang duduk dalam kepengurusan baik dalam Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Anggota pengurus pada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dapat dibebaskan sementara atau seterusnya oleh rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk maksud tersebut oleh karena :

a. Mendapat tugas dari Pemerintah / Dinas / Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau hal – hal lain yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat aktif.

b. Tidak aktif/ tidak bisa menghadiri rapat – rapat yang diadakan pengurus.

c. Dianggap dan terbukti menghambat pelaksanaan / perkembangan organisasi, melalaikan tugas dan kewajiban.

d. Melanggar disiplin organisasi atau menodai nama dan kehormatan organisasi.

e. Tidak lagi bekerja pada perusahan yang bergerak dalam bidang usaha Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

f. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

g. Meninggal dunia.
3. Pimpinan yang diberhentikan sementara karena point b dan c dapat membela diri pada saat MUNAS berikutnya.   

4. Jika terjadi lowong jabatan dalam kepengurusan karena alasan – alasan sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas. Maka pengurus mengadakan rapat pleno khususnya untuk membicarakan dan menunjuk anggota GAKESLAB INDONESIA yang lain sebagai penggantinya.

5. Pedoman Kerja dan tata kerja serta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus akan diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

6. Pimpinan organisasi mengatur dan mengawasi tata tertib dan disiplin seluruh anggota.

7. Jika Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas – tugasnya, maka penggantinya ditunjuk sebagai berikut :
a. Jika  Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA berhalangan sementara ,maka sebagai Pelaksana Ketua Umum adalah salah satu Wakil Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA dan jika berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA  lewat rapat Pleno di tunjuk menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum  sampai dengan dilaksanakannya MUNAS.

b. Jika Ketua    Gakeslab    Indonesia     Propinsi berhalangan   sementara,  maka sebagai Pelaksana  Tugas Ketua adalah salah satu Wakil Ketua dan jika berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua lewat rapat pleno pengurus ditetapkan menjadi Pelaksana Harian Ketua sampai dengan dilaksanakannya MUSPROV.

           c. Jika Ketua ,   Wakil   Ketua   Pengurus Gakeslab Indonesia tidak bisa aktif lagi maka Ketua Umum mengambil alih kepengurusan Gakeslab Indonesia Provinsi dan menunjuk seseorang menjadi Pelaksana Harian Ketua Gakeslab Indonesia Provinsi sampai dengan delaksanakannya MUSPROV,  paling lama 1 (satu) tahun. 

BAB V

RAPAT, HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 11

Rapat – Rapat
A. Tingkat Pusat :
1. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil – wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
2. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, wakil – wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua – Ketua Bidang dan Ketua – Ketua Badan.
3. Rapat Penurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kepengurusan.
B. Tingkat Provinsi :
1. Rapat Pengurus Inti adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, wakil –wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua , Wakil – wakil Ketua, Sekretaris,Bendahara , Ketua – Ketua Bidang dan Ketua – Ketua Badan.
3. Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus.
Pasal 12

Hak Bicara dan Hak Suara

Hak bicara dan hak suara dalam MUNAS, MUSPROV dan RAKERNAS atau RAKERPROV adalah sebagai berikut :
a.  Hak Bicara pada asasnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh tata tertib sidang.
b. Hak Suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada azasnya dimiliki oleh anggota yang penggunaannya dilakukan melalui kelompok peserta sesuai dengan tata tertib sidang.

BAB VI

KEUANGAN, INVENTARIS DAN LAPORAN

Pasal 13

Keuangan

1. Keuangan GAKESLAB INDONESIA bersumber dari :

a. Uang Pangkal.

b. Uang Kartu Tanda Anggota.

c. Uang Iuran Anggota.

d. Sumbangan dan Bantuan yang tidak mengikat.

e. Lain – lain pendapatan yang sah dan halal.

2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan keadaan setempat.
3. Lima belas persen ( 15% ) dari hasil uang pangkal, uang iuran anggota dan sumbangan-sumbangan dan lain – lain pendapatan yang sah dan halal ( Pasal 13 ayat 1 point a,c, d dan e ) tersebut di atas diserahkan kepada Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dan apabila ada hal – hal yang menghambat pelaksanannya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

4. Uang Kartu Anggota ( KTA ) 85 % disetorkan kepada Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA, dan 15 % untuk Pengurus GAKESLAB INDONESIA Provinsi.

Pasal 14

Iventaris

Seluruh inventaris organisasi yang dibeli dari keuangan organisasi atau sumbangan dari pihak lain hanya digunakan untuk kepentingan organisasi.

Pasal 15

Laporan

Pengurus diharuskan membuat Laporan Tahunan mengenai Keuangan dan Inventaris Organisasi.

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 16

Hal – Hal lain

Hal yang belum  diatur  atau masih  kurang jelas  diatur  dalam Angaran Rumah Tangga   ( ART ) ini, akan diatur oleh Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dan Pengurus Provinsi, sesuai dengan wewenang masing – masing dalam peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ).

Pasal 17

Likuidasi

Dalam hal GAKESLAB INDONESIA dibubarkan, seluruh Pengurus, baik Pusat maupun Daerah harus dan wajib untuk melakukan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku serta kekayaan organisasi dilelang dan disumbangkan kepada Badan Sosial yang telah ditunjuk oleh hasil musyawarah luar biasa .

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

Pembubaran Organisasi

GAKESLAB INDONESIA dapat dibubarkan berdasarkan :

1. Keputusan MUNAS LUAR BIASA ( MUNASLUB ) 
2. Keputusan Pemerintah sesuai dengan Undang – Undang dan/atau ketentuan yang berlaku
BAB IX

PENGESAHAN, PENUTUP DAN LAMPIRAN

Pasal 19

Pengesahan

1. Seluruh Anggota GAKESLAB INDONESIA sepakat menyatakan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Nasional V ( MUNAS ) GAKESLAB INDONESIA Tanggal 19-20 Januari 2011 di Pontianak.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA  dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan pada MUNAS.
3. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) GAKESLAB INDONESIA ini disempurnakan, ditetapkan dan disahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL V GAKESLAB INDONESIA di Pontianak – Kalimantan Barat  pada Tanggal 19-20 Januari 2011.

Pasal 20

Penutup

1. Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini  maka Anggaran Rumah Tangga yang berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Pengurus GAKESLAB INDONESIA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
Pasal 2I

LAMPIRAN

Lampiran I : ETIKA BISNIS  GAKESLAB  INDONESIA

Dalam kedudukannya sebagai wadah Pengusaha Alat- Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna menciptakan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, GAKESLAB INDONESIA menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan  pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota GAKESLAB INDONESIA didalam menghayati tugas dan kewajiban masing – masing, sebagi berikut :
1. Menyadari bahwa , Kegiatan usaha/ bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan  dan selalu bersikap  jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk segala kegiatan usaha / bisnis harus tetap mengutamakan proffesionalisme , ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, adanya kesatuan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas.
3. Senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk meningkatan mutu dan kemampuan serta bertanggung jawab dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
4. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Membina hubungan usaha berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan – ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
6. Tidak melakukan pratik – pratik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
7. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
8. Turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dan bangsa dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan.
9. Turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya Pemerintah untuk membangun tata pemerintahaan yang baik.
10. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.
Lampiran II.  LAMBANG  GAKESLAB INDONESIA
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MAKNA LOGO GAKESLAB INDONESIA
1. LINGKARAN
Bahwa  GAKESLAB INDONESIA  Adalah  satu satunya  wadah  tempat  bergabung  bagi para pengusaha yang bergerak di bidang Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium.
2.  WARNA HIJAU

     Lambang  kedamaian,  keharmonisan dan kebersamaan sebagai sifat perjuangan GAKESLAB  INDONESIA.

3.  PADI DAN KAPAS

     Lambang kemakmuran , kesejahteraan dan kesuburan , sebagai tujuan usaha dan cita- cita GAKESLAB  INDONESIA.
4.   ALAT SUNTIK DAN TABUNG

     Menunjukkan  bahwa  bidang  usaha  para  anggota    GAKESLAB  INDONESIA   adalah  Alat  Kesehatan dan Alat Laboratorium.
5.  PALANG PERSEGI     Lambang   pengabdian   para   anggota    GAKESLAB  INDONESIA    untuk   mensukseskan Pembangunan Nasional dibidang Kesehatan.

[image: image3.jpg]Lampiran lil : BENDERA GAKESLAB INDONESIA :
Bentuk

Bendera GAKESLAB INDONESIA berbentuk empat persegi panjang dengang perbandingan sisi tiga banding
dua (3 : 2 ), berukuran panjang 105 cm dan lebar 70 cm, terdiri dari dua muka timbal balik yang sama dengan
lambang GAKESLAB INDONESIA ditengah dan untaian benang berwamna Hijau di sekeliling bendera.

Dibawah Lambang GAKESLAB INDONESIA terdapat Tulisan Pengurus Pusat urnituk GAKESLAB INDONESIA Pusat
dan Naina Propinsi setempat untuk GAKESLAB INDONESIA Proponsi. Tulisan berwarna hitam.

Wama
Warna Dasar Bendera adalah Putih.
Ditetapkarr-di . : Pontianak

Pada Tanggal - ' 5 20 Januari 2011,

PRESIDIUR MUSYAWARAH NASIONALY
GABUNGAN PERUSAHAAN AL AT-ALAT KESEHATAN INDONESIA

DI RONTIANAK .

1. Sabar SP. Tambunan aneavene FETIETIINT ===

3. Grisbert
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KODE ETIK USAHA ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM

( GAKESLAB INDONESIA )

MUKADDIMAH

1. Bahwasanya kegiatan usaha yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan bentuk pencerminan dari upaya manusia Indonesia terhadap adanya penghayatan & pengamalan nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sebagai penjabaran dari pelaksanaan Sila – sila lainnya dari Pancasila.

2. Dengan demikian profesi sebagai pengusaha memperoleh harkat dan martabat yang terhormat didalam masyarakat Indonesia, karena pengusaha Indonesia dalam menjalankan usahanya akan senantiasa mendasarkan pada nilai – nilai & peran tersebut sebagai pengabdian terhadap bangsa & Negara.

3. Kegiatan usaha dibidang Alat Kesehatan dan Laboratorium adalah bagian penting dari upaya pelayanan & peningkatan kesehatan masyarakat, disamping kepentingan ekonomi yang pada gilirannya menjadi penunjang program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

4. Membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha yang bergerak dalam bidang Alat Kesehatan dan Laboratorium , perlu didukung dengan penciptaan kondisi dunia usaha yang berkeadilan  sehat dan dinamis, penuh kebersamaan dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan semangat penegakan nilai – nilai moral yang luhur dalam segala aspek kegiatan dan  kepentingan pengusaha Indonesia, khususnya yang telah berhimpun didalam Assosiasi Gabungan Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia.

5. Berdasarkan pokok pikiran tersebut diatas dan didorong oleh Keinginan luhur dan ketulusan hati nurani, serta kebersamaan, Persatuan & Kesatuan para Pengusaha Anggota GAKESLAB INDONESIA menyusun dan mewujudkan KODE ETIK usaha Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk menjadi pedoman dan pegangan dalam setiap aktivitas dan eksistensinya.

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Tujuan

Tujuan diberlakukannya KODE ETIK Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium adalah, dalam rangka menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kesatuan & persatuan yang didasarkan atas saling menghargai, menghormati dan pengertian, diantara sesama Pengusaha Alat – alat Kesehatan dan Labolatorium dan  Anggota GAKESLAB INDONESIA dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai moral dalam menjalankan usaha dan profesinya, sehingga terwujudlah situasi & kondisi dunia usaha yang sehat, berkedalian, rukun dan dinamis, serta kondusif dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional dalam bidang pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium di wilayah Republik Indonesia ini.
Pasal 2

Ruang Lingkup
Kode Etik GAKESLAB INDONESIA ini meliputi seluruh eksistensi kegiatan usaha Alat Kesehatan dan Laboratorium yang dikelompokkan dalam 4 bentuk kegiatan yang terdiri dari :
a. Produksi Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.

b. Promosi Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.

c. Keagenan , Distribusi dan Penyaluran  Alat – Alat Kesehatan dan Labolatorium.

d. Pengadaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium kebutuhan Pemerintah

e. Sertifikasi & Kompetensi Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Labolatorium.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Produksi

1. Produksi Alat –alat Kesehatan & Laboratorium serta Reagensia Diagnostic, adalah usaha yang harus memiliki perijinan yang sah dari instansi yang berwenang, dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kesehatan, yang dengan sendirinya harus menjaga dan memelihara serta mempertimbangkan mutu, keamanan & keselamatan dalam penggunaannya, sesuai dengan Ketentuan dan cara Produksi Alat Kesehatan yang baik ( CPAKB ).

2. Lokasi, Sarana dan prasarana produksi Alat Kesehatan dan Laboratorium, harus memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan mengenai AMDAL serta memperhatikan kesehatan dan keselamatan para pekerja sesuai dengan Undang – Undang Keselamatan kerja dari Peraturan – peraturan Ketenagakerjaan.

3. Produksi Alat Kesehatan dan Laboratorium dalam negeri harus menjadi penyangga dan andalan Perekonomian Nasional dan untuk itu semuan komponen yang terkait dengan distribusi dan  pemakain Alat Kesehatan dan Laboratorium harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Pasal 4

Kode Etik Usaha Keagenan

Usaha keagenan adalah bagian kegaiatan dunia usaha yang harus saling menguntungkan antara principal dengan masing – masing Perusahaan Agen yang ditunjuk. Karenanya maka kebersamaan, kejujuran dan saling menghormati haruslah menjadi dasar pelaksanaannya, dengan memperhatikan Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku.
1. Perusahaan Agen, tidak akan menerima pengalihan dan atau pengangkatan keagenan suatu Pabrik dari Principal, apabila sebelumnya telah ada agen yang ditunjuk, , tanpa persetujuan dari agen yang telah ditunjuk tersebut, kecuali :

a. Pemegang Keagenan terdahulu telah mengadakan pemutusan hubungan kerja/ kontrak keagenan dengan baik – baik ( Clear Break ) dengan pihak principalnya.

b. Apabila pengusaha pemegang keagenan terdahulu menyatakan persetujuannya.

2. Antara agen dan penyalur / Sub penyalur, agar menjaga hubungan kerjanya secara hukum dan wajib menjaga kelestarian hubungan kerja, atas dasar prinsip saling menghidupi, saling memajukan usaha, saling menghormati & menghargai, demi kemajuan dan kelancaran usaha masing – masing.

3. Bagi Pewrusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Labolatorium yang bertindak sebagai agen, agar menghormati ketentuan – ketentuan / peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan R.I.

Untuk Impor bagi Alat Kesehatan dan Laboratorium harus dilaksanakan oleh pemegang keagenan dan pemilik hak Nomor Registrasi, bagi yang bukan agen dan tidak memiliki hak Nomor Registrasi dilarang untuk melaksanakan impor Alat Kesehatan dan Laboratorium
Pasal 5

Promosi Alat Kesehatan dan Laboratorium
1. Pemberian Informasi dan promosi Alat Kesehatan dan Laboratorium, harus dilaksanakan secara objektif, akurat, benar, tidak meyesatkan, lengkap dan berimbang serta penyajiannya harus memperhatikan cita rasa, etika dan sesuai dengan informasi produk yang disyaratkan dalam ijin edar, serta tidak melanggar  Peraturan – peraturan yang sah tentang periklanan dan Undang –Undang tentang Kesehatan dan Peraturan – Peraturan Menteri Kesehatan R.I.
2. Informasi yang diberikan harus didasarkan atas fakta dan atau data ilmiah sesuai hasil penelitian dan pengkajian mutakhir, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dalam melayani permintaan dan atau menyampaikan informasi kepada pihak pengguna atau user harus, dengan jujur dan didasarkan pada itikad baik dengan memberikan data akurat, relevan, tidak merugikan pihak lain dan atau produk lain serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

Distribusi , Penyaluran dan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

1. Dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Alat – Alat Kesehatan dan Labolatorium, hendaknya setiap Pengusaha Alat – Alat  Kesehatan dan Laboratorium harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tertib, bertanggung jawab dan mandiri serta menjga kerasiaannya agar tidak terjadi penyimpangan, dengan memperhatikan Undang – Undang tentang pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nopotisme ( KKN ).
2. Tidak saling mempengaruhi dan atau menghalangi, tidak menerima dan menawarkan, memberikan sesuatu kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan atau mempengaruhi pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa , serta bertanggung jawab agar tidak terjadi kebocoran dan pemborosan terhadap keuangan Negara.

3. Menerima dengan penuh keiklasan dan bertanggung jawab, atas segala keputusan akhir  mengenai pelelangan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang, sesuai dengan kesepakatan dan yang tertera dalam Berita Acara yang telah diterbitkan oleh Panitia Lelang, demi menjamin terlaksananya kelancaran Proses Pengadan Alat –Alat Kesehatan dan Laboratorium.

4. Tidak dibenarkan sama sekali, menggunakan atribut – atribut organisasi dalam usaha dan proses pengadaan Alat – alat Kesehatan dan Laboratorium.

Demi terlaksananya pemerataan dan kesempatan usaha, maka setiap anggota GAKESLAB INDONESIA  agar memperhatikan Peraturan dan Perundang – undangan termasuk mengenai Undang – Undang anti Monopoli dan Undang – Undang tentang Persaingan Usaha.

Pasal 7

Kompetensi

Guna meningkatkan Profesionalisme dan kemampuan berusaha, maka setiap anggota GAKESLAB INDONESIA harus meningkatkan Kompetensinya dalam bidang usaha masing – masing.

BAB III

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

Peringatan

Terhadap anggota GAKESLAB INDONESIA yang melangggar Kode Etik akan dilakukan tindakan dengan tahapan – tahapan proses sebagai berikut :
a. Peringatan/ Teguran  tertulis dan klarifikasi permasalahan.

b. Pemberian sanksi organisasi

Pasal 9

Sanksi

1. Pelanggaran   terhadap  pasal 3 mengenai PRODUKSI pada Kode Etik ini akan  dikenakan sanksi berupa :
a. Diusulkan Ijin PAK/ Sub PAK & Izin Edarnya dibatalkan / dicabut.

b. Diusulkan izin produksinya di Batalkan.

c. Diberhentikan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

2. Pelanggaran terhadap pasal 4 mengenai KEAGENAN pada Kode Etik ini akan dikenakan sanksi berupa :
a. Dalam hal pengambil alihan keagenan, diharuskan membayar kerugian promosi dan invetasi yang telah dikeluarkan oleh pemegang keagenan terdahulu dan membeli stok barang – barang/ demo unit yang masih ada.

b. Diusulkan Izin PAK/ Sub PAK nya dicabut / dibatalkan.

c. Sertifikat Perusahaannya dicabut, dan atau 

d. Dimasukkan dalam daftar hitam organisasi.

e. Diberhentikan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

3. Pelanggaran terhadap pasal 5 Kode Etik ini akan dikenakan sanksi berupa :
a. Diusulkan Ijin Edar produknya dicabut/ dibatalkan, dan atau,

b. Sertifikat Perusahaannya dicabut /dibatalkan, dan atau,

c. Dimasukkan dalam daftar hitam organisasi.

d. Diberhentikan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

4. Pelanggaran terhadap    pasal 6  mengenai DISTRIBUSI dan PENGADAAN pada Kode Etik ini akan dikenakan sanksi berupa :
a. Diusulkan PAK – CPAK nya dicabut / dibatalkan, atau,

b. Sertifikat Perusahaannya dicabut/ dibatalkan, dan atau,

c. Direkomendasikan kepada instansi berwenang agar tidak diikut sertakan dalam proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Tahun Anggaran berjalan.
d. Diberhentikan dari keanggotaan GAKESLAB INDONESIA.

5. Pelanggaran terhadap pasal 7 mengenai SERTIFIKASI dan KOMPETENSI pada Kode Etik ini , dikenakan sanksi berupa ;

a.  Dibatalkan Sertifikasinya.

b. Dimasukkan dalam daftar hitam organisasi.

c. Direkomendasikan kepada instansi berwenang agar tidak diikut sertakan dalam Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Tahun berikutnya.

Pasal 10

Pembelaan
Terhadap perusahaan anggota GAKESLAB INDONESIA yang dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik ini diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum sidang dengan tingkatan – tingkatan sebagai berikut :
a. Sidang Dewan Kode Etik.

b. Sidang Gabungan Dewan Kode Etik dengan Dewan Pengurus Pusat.

c. Musyawarah Nasional, sebagai pemegang kewenangan tertinggi organisasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

Penetapan

1. Dewan     Kode    Etik   GAKESLAB INDONESIA  diangkat oleh Musyawarah Nasional , bertugas untuk menjalankan dan melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan yang ada dalam Kode Etik ini.
2. Pengurus Dewan Kode Etik GAKESLAB INDONESIA diangkat dari kalangan Pengusaha dan atau dari kalangan ahli lainnya, yang memahami dunia usaha alat –alat  kesehatan dan laboratorium, serta dinilai memiliki kemampuan dan kredibilitas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Pengawasan

1. Pelaksanaan Kode Etik Usaha Alat Kesehatan diatur dalam suatu Ketetapan yang kemudian disosialisasikan oleh Dewan Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA, dengan memperhatikan ketentuan organisasi dan tidak bertentangan dengan prinsip dari Kode Etik ini, serta peraturan dan perundang – Undangan yang berlaku.

2. Kewenangan pengawasan pelaksanaan Kode Etik ini dijalankan dan dilaksanakan  Dewan Kode Etik GAKESLAB INDONESIA.

3. Pengurus  Pusat bersama  Dewan  Kode  Etik  menyusun  system   dan   prosedur                ( SISDUR )  dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik usaha Alat Kesehatan dan Laboratorium ini.

BAB V

PENGESAHAN

Pasal 13

Seluruh Anggota GAKESLAB INDONESIA sepakat menyatakan Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium ini disempurnakan, ditetapkan dan disyahkan oleh Musyawarah Nasional V GAKESLAB INDONESIA di Pontianak – Kalimantan Barat pada tanggal 19-20 Januari 2011.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14
1. Sejak berlakunya Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan ini, maka Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang ada dan telah berlaku setelah Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium ini ditetapkan tidak berlaku lagi.

[image: image4.jpg]2. A‘gxr_ sefiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA
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anggota dan khalayak lainnya.

Ditetapkan-di : Pentianak
Pada Tangga! : 20 Janwari 2011,

PRESIDIUM MUSYAWARAH NASIONALY
GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN INDONESIA

DI PONTIANAK :

Ketu s

Da‘an Ahmadi Drs. H. Sugihadi HW

Anggota - anggota :
1. Sabar SP. Tambunan
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